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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan
Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham
No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasal ahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat
hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan, sgjarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusiatidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan menteri dalam melakukan
pengharmonisasian rancangan peraturan menteri karenatidak ada pendelegasian wewenang dari peraturan
yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,kemudian dalam hal mekanisme proses pengharmonisasian peraturan menteri bertentangan
dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Permasalahan baru yang timbul yaitu masih
kurangnya kualitas dan kuantitas perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengharmonisasian seluruh rancangan peraturan menteri.
<hr><b>ABSTRACT</b><br>

This research discusses harmonizing the draft ministerial regulation, analysis of Law and Human Right
MinistryRegulation No. 23/2018 about Harmonizing The Draft Ministeria Regulation, Draft Regulation of
Non-Ministerial Governmen Institutions, or Draft Regulations From Non- Structural Institutions by
Legidative Drafter. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 23/2018 brings some
problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on harmonizing the draft
ministeria regulation. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The
result showed Ministry of Law and Human Rights did not has any authority harmonizing the draft
ministerial regulation because there is no delegation of authority from a higher regulation, that is The Law
No0.12/2011 Concerning The Establishment Of Legidlation, then in the case of the mechanism of the
harmonization of ministerial regulations contrary to the principles of the establishment of legislation. A new
problem that arisesisthat there is still alack of quality and quantity of the legislative drafter in charge of
The Ministry Of Law and Human Right to harmonize the entire draft ministerial regulation.
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